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Pendahuluan

Penggunaan pestisida dalam pertanian modern memang meningkatkan
produktivitas, namun berpotensi menimbulkan dampak ekologis, khususnya
terhadap keanekaragaman hayati mikroba tanah. Mikroba tanah berperan
penting dalam menjaga kesuburan dan keseimbangan ekosistem. Kerusakan
terhadap mikroorganisme tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gangguan
fungsi lingkungan hidup. Meskipun perlindungan lingkungan telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan terhadap aspek biologis tanah
belum diatur secara eksplisit. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban
hukum produsen pestisida atas kerusakan tersebut.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Penelitian ini dilandasi dengan rumusan masalah utama:
• Belum adanya pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur perlindungan
keanekaragaman hayati mikroba tanah akibat penggunaan pestisida.
• Belum jelasnya bentuk pertanggungjawaban hukum produsen terhadap kerusakan
mikrobiologis tanah dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:
• Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Pestisida dan Perlindungan
Keanekaragaman Hayati Mikroba Tanah DiIndonesia?
• Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Produsen Terhadap Hilangnaya
Keanekaragaman Hayati Mikroba Tanah ?
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan(statute approach). Bahan hukum primer Yang digunakan
meliputi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 22 tahun 2019
tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah
nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan
hidup, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2019 tentang
Pendaftaran Pestisida. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel
ini ya yang relevan dengan penelitian ini.
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A.Konsep Keanekaragaman Hayati Mikroba Tanah

Menunjukkan bahwa mikroba tanah merupakan bagian dari
komponen hayati lingkungan hidup yang memiliki fungsi penting
dalam menjaga kesuburan dan keseimbangan ekosistem tanah.
Secara normatif, perlindungan lingkungan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun belum secara spesifik
mengatur indikator biologis tanah. Akibatnya, kerusakan mikroba
tanah belum memiliki parameter hukum yang jelas dalam standar
baku mutu lingkungan.
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B. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Lingkungan

Hukum lingkungan Indonesia mengenal tiga bentuk
pertanggungjawaban, yaitu administratif, perdata, dan
pidana. Setiap pelaku usaha yang menimbulkan
pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikenai
sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Sistem ini menunjukkan
bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya bersifat
preventif, tetapi juga represif melalui mekanisme
penegakan hukum yang berlapis.
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C. Kewajiban Produsen dalam Produksi, Distribusi, dan Pelabelan

Produsen pestisida memiliki kewajiban hukum sejak tahap
produksi, distribusi, hingga pelabelan. Produsen wajib
memastikan komposisi bahan aktif tidak menimbulkan
kerusakan lingkungan serta memberikan informasi yang
benar mengenai risiko penggunaan. Apabila terjadi
pelanggaran, produsen dapat dikenai sanksi administratif,
gugatan perdata, bahkan pidana. Hal ini menunjukkan
bahwa tanggung jawab produsen tidak berhenti pada aspek
ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekologis.
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D. PertanggungJawaban Produsen dalam menjaga kualitas tanah
Pertanggungjawaban hukum produsen terhadap hilangnya keanekaragaman hayati
mikroba tanah akibat penggunaan pestisida dapat dilihat dari beberapa aspek,
yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Secara administratif,
produsen wajib memenuhi ketentuan perizinan serta standar yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019. Secara perdata,
produsen dapat dimintai ganti rugi apabila terbukti menimbulkan kerusakan
lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Selain itu, secara pidana, produsen dapat dikenakan sanksi apabila terbukti
melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kelalaian atau
kesengajaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum produsen bersifat
komprehensif dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap
lingkungan hidup, khususnya keanekaragaman hayati mikroba tanah.
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HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di
Indonesia terkait penggunaan pestisida dan perlindungan
lingkungan sudah ada, namun belum secara spesifik mengatur
keanekaragaman hayati mikroba tanah.

Akibatnya, kerusakan mikroba tanah belum memiliki parameter
hukum yang jelas. Pertanggungjawaban produsen dapat
dikenakan secara administratif, perdata, dan pidana, tetapi masih
diperlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan lingkungan.
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KESIMPULAN
Penggunaan pestisida di Indonesia telah memiliki dasar normatif umum
melalui UU 32 Tahun 2009, UU 22 Tahun 2019, dan Permentan 43 Tahun
2019. Namun, dari dokumen-dokumen tersebut belum tampak pengaturan
yang eksplisit dan operasional mengenai perlindungan keanekaragaman
hayati mikroba tanah maupun indikator biologis tanah sebagai parameter
baku mutu atau kriteria baku kerusakan. Pertanggungjawaban
produsen/pelaku usaha tersedia melalui mekanisme administratif, perdata,
dan pidana, termasuk strict liability dalam rezim UU 32 Tahun 2009, tetapi
penerapannya pada kerusakan mikrobiologis tanah tidak diatur secara
spesifik dalam peraturan  perundangan yang
berlaku.
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